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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tanah merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai dalam 

kehidupan manusia. Setiap individu membutuhkan tanah sebagai dasar untuk 

menjalani kehidupannya di dunia ini. Bahkan setelah meninggal, manusia 

tetap bergantung pada tanah. Tanah memiliki berbagai fungsi, seperti untuk 

pertanian, pembangunan rumah, konstruksi tempat usaha, kantor 

pemerintahan, dan berbagai keperluan lainnya. Secara kosmologis, tanah 

adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan 

kemana mereka pergi, dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, 

sosial, kultural, dan politik.1 

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nofmor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan Undang-

Undang Pokok Agraria ), tanah diberikan dan dimiliki oleh orang yang diberi 

hak untuk digunakan atau dieksploitasi. Hak tersebut meliputi penggunaan 

bagian tertentu dari permukaan bumi yang bersangkutan. Ini tidak hanya 

mencakup tanah sebagai permukaan bumi, tetapi juga tubuh bumi di bawah, 

air, dan ruang di atas. Jadi hak atas tanah memiliki arti yang lebih luas dari 

sekedar hak atas permukaan bumi. Jadi, Pasal 1 (2) Undang-Undang Pokok 

 
1 Bernhard Limbong, Pengadaan tanah untuk pembangunan: regulasi, kompensasi, 

penegakan hukum (Jagakarsa, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), hal 1. 
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Agraria menyatakan bahwa hak atas tanah bukan hanya hak tetapi juga tanah 

di bawahnya serta air dan ruang di atasnya.2 

Dengan nilai yang begitu tinggi pada tanah, tidak mengherankan apabila 

banyak orang berupaya untuk menguasai dan memiliki lahan yang 

diinginkan. Setiap individu berkeinginan untuk memiliki tanah guna 

memanfaatkannya, yang pada akhirnya akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Namun, mengingat keterbatasan luas permukaan 

bumi, tidak semua tanah dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang. Oleh 

karena itu, manusia perlu membatasi penggunaan tanahnya agar tidak 

mengeksploitasinya secara berlebihan. 

Secara yuridis, pengertian tanah telah dibatasi secara resmi oleh UUPA 

yaitu merupakan permukaan bumi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 

UUPA yang menyatakan bahwa:  “Atas dasar hak menguasai dari Negara 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam 

hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada 

dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-bersama 

dengan orang lain serta badan-badan hukum”.3 

Dalam perspektif hukum, tanah dikaji berdasarkan hak-hak penguasaan 

tanah sebagai suatu sistem hukum. Artinya bagaimana hukum memandang 

persoalan pertanahan berkaitan dengan hakhak penguasaan atas tanah dalam 

 
2 Budi Harsono, ed., Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum 

tanah, Cet. 14., ed. rev (Jakarta: Djambatan, 2000), hal 18. 
3 Rosmidah, Indriya Fahtni, dan Fitria Yuseva, “Pendaftaran Tanah Dalam Rangka 

Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Jambi,” Zaaken Volume 4 Nomor 2 (Juni 2023): hal 

274, zaaken@unja.ac.id. 
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suatu sistem. Sebagai suatu system maka hak atas tanah harus dilihat sebagai 

suatu nilai. Karena hukum sebagai perwujudan nilai-nilai, maka pengaturan 

penguasaan dan pemilikan tanah mengandung arti bahwa kehadirannya 

adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi 

oleh masyarakat, maka penguasaan dan pemilikan hak atas tanah harus 

dilindungi. Pengkajian hak atas tanah dari perspektif ilmu hukum berarti 

membahas hak atas tanah dari aspek penguasaan dan pemilikannya.4 

Pada kenyataannya saat ini, pemanfaatan tanah oleh manusia seringkali 

tidak sejalan dengan kondisi tanah yang ada, dan hal ini berdampak pada 

berbagai permasalahan. Contohnya, konflik antar individu dapat muncul, 

bersamaan dengan timbulnya masalah kerusakan tanah dan gangguan 

terhadap keberlanjutannya. Di Indonesia, salah satu isu yang belakangan ini 

menjadi sorotan adalah meningkatnya konflik antar manusia yang berusaha 

mempertahankan klaim mereka terhadap suatu lahan. Permasalahan 

pertanahan ini umumnya dikenal sebagai sengketa tanah. 

Beberapa konflik agrarian yang terjadi di Indonesia, masih menunjukan 

belum optimalnya masalah administrasi di bidang pertanahan dan perlu 

perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang, sehingga meminimalisir 

terjadinya lagi konflik. Masalah pertanahan di Indonesia sendiri masih 

banyak konflik terjadi terutama masalah sengketa lahan yang belum 

 
4 Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 

(2013): hal 68. 
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terselesaikan berkaitan juga dengan hak atas tanah.5 

Selama ini kasus sengketa pertanahan dapat diselesaikan, baik melalui 

jalur pengadilan maupun jalur di luar pengadilan. Penyelesaian di luar 

pengadilan dilakukan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), di 

antaranya melalui negosiasi, mediasi ataupun arbitrase. Mediasi biasanya 

dilakukan oleh lembaga Badan Pertanahan Nasional dan lembaga adat, 

khususnya terkait dengan sengketa tanah adat. Sementara penyelesaian 

melalui pengadilan diajukan ke Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata 

Usaha Negara. Penyelesaian kasus-kasus kepemilikan status pertanahan 

merupakan kewenangan Pengadilan Umum, sedangkan kasus-kasus yang 

berhubungan dengan dokumen administrasi pertanahan yang diterbitkan oleh 

pejabat yang berwenang di bidang pertanahan (BPN) merupakan kewenangan 

Pengadilan Tata Usaha Negara.6 

Sengketa tanah di Indonesia belakangan ini menjadi sangat umum, 

bahkan sering menjadi berita di berbagai media, baik cetak maupun 

elektronik. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini bervariasi, 

melibatkan individu, kelompok, perusahaan swasta, dan pihak pemerintah. 

Keberagaman kasus sengketa tanah yang terjadi telah membuka pemahaman 

kita bahwa konflik pertanahan telah menjadi sangat meluas dan menimbulkan 

konflik sosial dalam masyarakat.  

 
5 Rosmidah, Elizabeth Siregar, Dony Yusra Pebrianto, “Sosialisasi E-Sertifikat Tanah 

Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia,” Jurnal Karya Abdi, Volume 5 Nomor 

3 (2021): hal 64. 
6 Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, 

(Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). (Hal 44.) 
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Perlu dipahami bahwa permasalahan tanah ini mempunyai karakteristik 

yang khas yaitu bersifat multi dimensi, artinya tidak hanya berdimensi hukum 

tetapi juga berdimensi ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan 

keamanan. Fakta bahwa konflik mengenai tanah tidak boleh dianggap sepele, 

karena memiliki dampak "sistemik" yang dapat merusak pondasi kehidupan 

bersosial, terutama persatuan dan harmoni antar anggota masyarakat. 

Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, 

bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas 

permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, 

sosial dan politik. Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, 

di dalam sistem hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui 

lembaga di luar peradilan.7 

Semua sengketa tanah memerlukan arbitrasi atau non-litigasi. 

Penyelesaian sengketa non litigasi juga dikenal sebagai pilihan itu terjadi di 

luar pengadilan dengan tujuan mencapai kepastian hukum secara ekonomi. 

efisien dan lebih cepat pendekatan ini menguntungkan kedua belah pihak 

yang terlibat dalam sengketa tanah, berdasarkan Pasal 1 (10) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  

Sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif adalah penyelesaian sengketa di  

 
7 Pahlefi dan Ditya Putri Wulansari, “Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan 

Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi” 

Volume 1 Nomor 3 (Desember 2020): hal 491, zaaken@unja.ac.id. 
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luar pengadilan melalui pertimbangan, negosiasi, mediasi, kompromi atau 

pertimbangan ahli.8 

  Di Indonesia dalam upaya untuk mengatur dan menertibkan masalah 

pertanahan telah dikeluarkan berbagai peraturan hukum pertanahan yang 

diawali dengan adanya UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 

sebagai Hukum Tanah Nasional. Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat 

Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan dibidang 

pertanahan telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 

(3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Pasal ini merupakan landasan konstitusional bagi 

pembentukan politik hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada 

Negara agar seluruh kebijakan dan pengaturan hukum di bidang agraria 

(khususnya tanah) ditujukan untuk kemakmuran rakyat banyak. Dengan dasar 

hukum tersebut, menjadi sangat jelas bahwa negara memiliki hak untuk 

mengelola segala aspek yang terkait dengan administrasi pertanahan di 

Indonesia, melalui pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan. 

Prinsipnya, negara menjamin keadilan bagi seluruh warganya di Indonesia, 

sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup di tanah air ini. 

 
8 Teguh Prasetyo, Hukum dan undang-undang perkebunan, Cetakan I (Ujungberung, 

Bandung: Nusamedia, 2013), hal 156. 
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Dengan dikeluarkannya Perpres No. 10 tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional, Proses penyelesaian sengketa tanah mendapatkan 

perhatian serius melalui penerapan mekanisme Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), yang dibuktikan dengan 

pembentukan satu divisi baru di Badan Pertanahan Nasional, yakni Deputi 

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa serta Konflik Pertanahan. 

Pembentukan kedeputian tersebut menurut M a r i a  S . W .  menyiratkan dua 

hal. Pertama, bahwa penyelesaian berbagai konflik dan sengketa 

pertanahan itu sudah merupakan hal yang sangat mendesak sehingga perlu 

diupayakan membentuk kedeputian untuk penanganannya. Kedua, terdapat 

keyakinan bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui 

pengadilan. Kemudian dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala BPN 

RI No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan 

Penyelesaian Masalah Pertanahan, semakin  memperjelas  upaya  

penyelesaian  berbagai kasus sengketa tanah, dengan merincikan mekanisme 

penyelesaian sengketa tanah di lingkungan Instansi Badan Pertanahan 

Nasional dengan menggunakan mediasi. 

Penyelesaian konflik dan sengketa didasarkan pada fungsi pengawasan 

internal Kementerian Pertanahan itu sendiri, serta instansi Kementerian 

Pertanahan, pemerintah daerah, dan jurnalis serta masyarakat lokal yang 

menjadi jurnalis. Sengketa dan kontroversi yang berada di bawah kewenangan 

Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang Republik Indonesia atau Badan 

Pertanahan adalah sebagai berikut: Hal ini diatur dalam  Peraturan Menteri 
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Pertanahan dan Tata Ruang Republik Indonesia. Komandan BPN Kementrian 

Pertanahan. Terhitung mulai tanggal 21 tahun 2020, Kementerian Pertanahan 

dan Tata Ruang atau Seksi Pengembangan Pertanahan memiliki kewenangan 

untuk menangani kasus pertanahan, sengketa, dan penyelesaian sengketa. 

Jika sengketa atau sengketa yang diusulkan tidak berada dalam 

yurisdiksi Badan Pertanahan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN), 

Badan Pertanahan dan Tata Ruang (ATR/BPN) berhak memulai penyelesaian 

sengketa atau entitas Penyelesaian sengketa bekerja melalui mediasi hal itu 

berdasarkan landasan hukum Badan Pertanahan Nasional yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Pertanahan dan Tata  Ruang/Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. 

Didalam Pasal 1 (11) Peraturan Menteri Pertanahan dan Tata Ruang  

No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, 

menjelaskan tentang Proses Mediasi adalah cara penyelesaian kasus melalui 

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan para pihak 

difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan 

Nasional, Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan 

sesuai kewenangan dan/atau mediator pertanahan.9 

Dasar hukum kantor pertanahan memiliki kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi tertuang di dalam pasal 43 

 
9 Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pertanahan dan Tata Ruang / Komisioner 

Pertanahan Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan,”  No. 21 Tahun 2020, pasal 

1. 
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Peraturan Menteri Pertanahan dan Tata Ruang  No. 21 Tahun 2020 Tentang 

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.  

Mediasi dianggap salah satu mekanisme alternatif penyelesaian 

sengketa terbaik dibanding sistem dan bentuk ADR lainnya. Suatu proses 

mediasi dikatakan ideal karena memenuhi 3 syarat kepuasan. Pertama, 

kepuasan substantif, yakni kepuasan yang berhubungan dengan kepuasan 

khusus dari pihak-pihak yang bersengketa, misalnya ganti kerugian berupa 

uang ataupun memberikan kepuasan karena perundingan diselesaikan dengan 

cepat. Kedua, kepuasan prosedural yakni kedua belah pihak diberikan 

kesempatan yang sama dan bebas mengemukakan pendapatnya. 

Kesempatan itu dapat pula diwujudkan ke dalam sebuah perjanjian tertulis 

serta disepakati untuk dilaksanakan. Ketiga, kepuasan psikologis yaitu 

apabila masing-masing pihak mamiliki tingkat emosi terkendali, saling 

menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap positif bahwa 

hubungan masih dapat dipelihara pada masa datang. Tujuan utama mediasi 

adalah untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan sekedar menerapkan 

norma maupun menciptakan ketertiban saja sehingga pelaksanaannya harus 

didasarkan pada prinsip-prinsip umum, yaitu sukarela, independen dan tidak 

memihak, serta hubungan personal antar pihak.10 

Selain itu solusi penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui 

dua cara yaitu sebagai berikut :  

 
10 Adila Hana Widiastari, Devi Siti Hamzah Marpaung, Hana Faridah, “EFEKTIVITAS 

MEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL,” Jurnal 

Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Hukum Volume XVI, no. 2 (Oktober 2021): hal 357. 
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1. Melalui BPN  

BPN merupakan Badan Pertanahan Nasional yang merupakan lembaga 

berwenang untuk melakukan koreksi terhadap keputusan Tata Usaha 

Negera dibidang pertanahan seperti sertifikat, surat keputusan 

pemberian hak atas tanah. Penanganan sengketa pertanahan melalui 

jalur mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional didasarkan pada dua 

prinsip utama, yaitu : 

a. Kebenaran - kebenaran formal dari fakta - fakta yang mendasari 

permasalahan yang bersangkutan. 

b. Keinginan yang bebas dari pihak yang bersengketa terhadap 

objek yang disengketakan.11 

2. Melalui Badan Peradilan  

Apabila sudah dilakukan penyelesaian sengketa tanah melalui BPN 

maka untuk memperkuat badan hokum dilaksanakan melalui 

peradilan.12 Dalam melakukan penyelesaian sengketa atau konflik 

pertanahan, Badan Pertanahan Nasional juga diharapkan tetap 

mengutamakan prinsip keadilan. Hal ini penting mengingat selama ini 

sengketa pertanahan seringkali diselesaikan melalui sistem peradilan 

yang cenderung bersifat sebagai solusi kemenangan-kalah (win-lose 

solution).  

 
11 Rosiana - Junaidi Tarigan, “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAAN SENGKETA 

TANAH MELALUI MEDIASI,” JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA volume 4, no. 2 (2022): hal 35. 
12 Pahlefi dan Ditya Putri Wulansari, “Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan 

Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi,” hal 

496. 
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Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di kantor pertanahan 

termasuk ke dalam jenis mediasi autoritatif. Hal ini dikarenakan mediasi 

yang dihasilkan dari proses yang dilakukan oleh kantor pertanahan adalah 

berupa sebuah keputusan. Prinsip mediasi autoritatif ini bertantangan 

dengan mediasi yang sebenarnya, karena mediasi yang sebenarnya itu 

menghasilkan kesepakatan murni dari kedua belah pihak yang bersengketa.    

Karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) memakan 

waktu dan biaya yang relatif lebih tinggi dibanding menggunakan mediasi, 

seperti adanya biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang 

bersengketa, dan proses pengadilan yang berjenjang seperti banding dan 

kasasi, bahkan masih ada upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan 

Kembali (PK).13 

Permasalahan sengketa tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur 

pada tahun 2020 sampai dengan 2023 tidak luput dari kepentigan antar individu 

seperti sengketa tumpang tindih sertifikat hak milik tanah, batas/letak bidang 

tanah, peralihan hak dan sebagainnya. Upaya penyelesaian sengketa tanah yang 

dilakukan oleh kantor pertanahan Kabupaten Cianjur pada dasarnya 

diselesaikan melalui jalur mediasi hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala 

BPN Indonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan 

penyelesaian masalah pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

 
13 Umar Hasan, Arsyad, Sasmiar, “Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam 

Perspektif Hukum Adat,” Journal Inovatif  XII, no. I (Januari 2019): hal 128. 
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Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.  

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Cianjur diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 4 sengketa 

pertanahan, tahun 2021 terdapat 1 sengketa pertanahan, tahun 2022 terdapat 

7 sengketa pertanahan, tahun 2023 terdapat 14 sengketa pertanahan, 

sehingga total sengketa yang masuk pada tahun 2020 sampai dengan 2023 

terdapat 26 sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.  

Dari data dan informasi yang penulis analisa, terlihat banyak sengketa 

pertanahan yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Cianjur. Terdapat kesenjangan antara aturan yang 

harusnya berlaku dengan kenyataan di masyarakat mengenai penyelesaian 

sengketa pertanahan yang mana hal ini tentunya menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Seharusnya permasalahan sengketa tanah di 

Kabupaten Cianjur dapat diselesaikan melalui upaya mediasi di kantor 

pertanahan kabupaten Cianjur, hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala 

BPN Indonesia No 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis penanganan 

dan penyelesaian masalah pertanahan sebagaimana dirubah menjadi  

Peraturan Kepala BPN Indonesia No 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Pengkajian dan Penanganan kasus Pertanahan. Namun, realitas yang terjadi 

dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Cianjur melalui proses mediasi belum berhasil.  
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Sehubungan dengan uraian di atas dan untuk mengeksplorasi 

permasalahan ini secara lebih komprehensif, penulis tertarik untuk membut 

model penelitian skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa 

Pertanahan Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Cianjur”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 

masalahnya ialah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui 

Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur? 

2. Apa Yang Menjadi Hambatan/Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Cianjur Dalam Menjalankan Mediasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini mengacu pada masalah yang telah disebutkan 

di atas, yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa penyebab pelaksanaan 

penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur belum berhasil. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi hambatan/ 

kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dalam menjalankan 

mediasi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara Teoritis 
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a. Harapannya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dalam bidang hukum, khususnya hukum agraria, implementasi hukum 

dan regulasi di Indonesia, praktik nilai-nilai Pancasila, serta penerapan 

prinsip kehidupan demokratis. sekaligus memberikan kontribusi pada 

pemahaman di bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini terutama 

berkaitan dengan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge). 

b. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi atau panduan oleh 

penelitian lain yang berminat untuk melanjutkan studi lebih lanjut. 

2. Manfaat secara Praktis 

Sebagai sumber dalam menginformasikan terkait pelaksanaan 

penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang di lakukan pada kantor 

pertanahan, kemudian hasil penyelesaian sengketa tanah pada kantor 

pertanahan, serta bias menjadi bahan serta masukan yang membangun untuk 

pihak berwenang dan juga berkemampuan mengungkap sengketa – 

sengketa pertanahan. 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk menghindari kebingungan dalam memahami makna yang 

terdapat dalam juduk skripsi ini, penulis memakai beberapa dasar sebagai 

konsep agar lebih mengerti apa yang dipelajari dan ditulis. Kerangka 

konseptual yang di gunakan adalah: 

1. Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa adalah suatu proses atau tindakan yang 

dilakukan untuk mengatasi perkara yang menjadi sengketa antara dua 
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pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara, 

yang dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa 

contoh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain adalah 

arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, dan konsiliasi. Alternatif 

penyelesaian sengketa didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

yang menyatakan alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 

disepakati para pihak.14 

2. Sengketa Tanah 

Sengketa tanah adalah suatu konflik yang terjadi ketika dua pihak 

atau lebih memiliki perselisihan pendapat tentang status hukum atas 

tanah yang sama. Sengketa tanah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, 

termasuk kurangnya kepastian dan perlindungan hukum dalam 

penguasaan dan pemilikan tanah, serta adanya perbedaan pandangan 

mengenai status hukum masing-masing dalam kaitannya dengan 

kepemilikan atas tanah tertentu. Defenisi mengenai sengketa pertanahan 

dalam peraturan kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. 

Menyatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan 

antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak 

 
14 Willa Wahyuni, “Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,” diakses 24 Maret 

2024 jam 17.53 ,https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-

pengadilan-lt637636d09eda3/. 
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berdampak luas secara social politis. Sengketa tanah dapat berupa 

sengketa administrative. Sengketa perdata, sengketa pidana tentang 

pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjamin, pemanfaatan, penguasaan 

dan sengketa hak ulayat.15 

3. Mediasi  

Mediasi adalah cara pernyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu 

oleh mediator. Sebagaimana yang telah dinyatakan pada “Keputusan 

Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007, petunjuk teknis No. 

05/juknis/d.v/2007” yang menyatakan pada dasarnya mediasi 

merupakan salah satu pilihan terbaik dalam menyelesaikan suatu 

sengketa dengan menggunakan bantuan pihak ketiga atau biasa disebut 

dengan “Mediator” dan prosedur atau proses-proses yang dianjurkan 

oleh mediator ini terlebih dahulu harus mendapatkan kesepakatan dari 

pihak-pihak yang bersengketa, dimana mediator ini lah yang 

menfasilitasi, guna dapat tercapainya suatu perdamaian antara kedua 

belah pihak yang bersengketa yang sama sama saling menguntungkan. 

16 

4. Badan Perrtanahan 

Badan Perrtanahan ataur Badan Perrtanahan Nasional (BPN) adalah 

instansi permerrintah Indonersia, dan mermergang tanggurng jawab dalam 

 
15 “Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan 

Penanganan Kasus Pertanahan,” Pasal 1 Ayat 2  
16 “Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007, petunjuk teknis No. 05/juknis/d.v/2007”. 
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merngurrurs administrasi, manajermern, serrta rergurlasi terrkait derngan tanah. 

Perran urtama BPN adalah merngerlola informasi dan dokurmern yang 

terrkait derngan kerpermilikan tanah, prosers perndaftaran lahan, dan 

perngerlolaan sisterm perrtanahan, mernjadikannya lermbaga yang sangat 

berrperran dalam ranah perrtanahan. 

F. Landasan Teori  

1. Terori Kerpastian Hurkurm 

Kerpastian hurkurm lerbih berrsifat serbagai norma daripada konserp 

sosiologis. Urmurmnya, merncapai kerpastian hurkurm hanya murngkin jika 

perraturran-perraturran ditertapkan dan diurmurmkan derngan jerlas urnturk 

merngaturr suratur hal sercara tergas dan rasional. Kerpastian hurkurm 

mermberritahurkan masyarakat merngernai hak dan kerwajibannya, serrta 

konserkurernsi dari tindakan terrserburt sersurai derngan hurkurm yang berrlakur. Hal 

ini mernjadi salah satur turjuran hurkurm dan mernurnjurkkan komitmern terrhadap 

keradilan. Terrlihat dalam tindakan dan pernergakan hurkurm, tanpa mermandang 

siapa yang merlakurkannya. Kerpastian hurkurm mermurngkinkan sertiap orang 

urnturk mermprerdiksi hasil dari tindakan hurkurm apa purn, hal ini sangat 

pernting dalam merncapai perncerrahan. Sercara spersifik, koder hurkurm yang 

terrdokurmerntasi mernjadi salah satur karakterristik urtama yang tak terrpisahkan 

dari hurkurm. Tanpa kerpastian hurkurm, hurkurm kerhilangan maknanya karerna 

tidak dapat dijadikan perdoman bagi sermura orang. Olerh karerna itur, kerpastian 

hurkurm mernjadi fondasi pernting urnturk mernjaga keradilan dan mernergakkan 

kerterrtiban masyarakat. 
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Hurkurm bisa diartikan serbagai serperrangkat aturran kerhidurpan 

berrmasyarakat, merncakurp sermura aturran perrilakur yang berrlakur urnturk 

masyarakat dan ditergakkan derngan sanksi. Mernurrurt Aperldoorn, kerpastian 

hurkurm mermiliki dura asperk. Perrtama, kerpastian hurkurm terrkait derngan 

kermampuran merrurmurskan urndang-urndang sercara konkrert, di mana perncari 

keradilan ingin merngertahuri hurkurm yang berrlakur dalam suratur kasurs serberlurm 

mermurlai prosers perngadilan. Kerdura, kerpastian hurkurm berrarti mermberrikan 

jaminan hurkurm kerpada sermura pihak dan merlindurnginya dari kerpurtursan 

yang serwernang-wernang olerh perngurasa, serperrti hakim. Kerpastian hurkurm 

harurs serlalur dijaga, tanpa mermandang hasilnya, dan tidak ada alasan urnturk 

tidak mernghormati asas ini karerna merrurpakan satur-saturnya hurkurm yang 

berrlakur dalam paradigma hurkurm positif.17 

2. Terori Pernyerlersaian Serngkerta 

Terori pernyerlersaian serngkerta adalah suratur kerrangka konserptural yang 

merngamati dan mernganalisis katergori ataur jernis serngkerta yang murncurl 

dalam masyarakat, faktor-faktor yang mernyerbabkan serngkerta, serrta stratergi 

ataur mertoder yang digurnakan urnturk merngakhiri konflik terrserburt. 

Pernyerlersaian serngkerta dapat dilakurkan merlaluri pernggurnaan 

lermbaga arbitraser, yang mernghasilkan kerpurtursan arbitraser. Sersurai derngan 

Urndang-Urndang No. 30 Tahurn 1999, majerlis arbitraser diwajibkan urnturk 

mermberrikan kerpurtursan arbitraser paling lambat 30 hari serterlah serlersai 

 
17 L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka 

Berfikir (Bandung 2006: PT. REVIKA Aditama hal 83. 
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permerriksaan serngkerta olerh arbiterr. Jika dalam kerpurtursan terrserburt terrdapat 

kersalahan administratif, para pihak mermiliki waktur 14 hari serjak purtursan 

dijaturhkan urnturk merminta korerksi ataur rervisi. Kerpurtursan arbitraser dianggap 

serbagai kerpurtursan akhir dan mermiliki kerkuratan merngikat langsurng terrhadap 

para pihak yang terrlibat dalam serngkerta. 

3. Terori Kerwernangan 

Kerwernangan berrasal dari kata dasar werwernang yang diartikan 

serbagai hal berrwernang, hak dan kerkurasaan yang dipurnyai urnturk merlakurkan 

sersuratur. Kerwernangan adalah apa yang diserburt kerkurasaan formal, kerkurasaan 

berrasal dari kerkurasaan lergislater (diberri olerh urndang urndang) ataur dari 

kerkurasaan erkserkurtif administrativer. Kerwernangan yang biasanya terrdiri dari 

berberrapa werwernang adalah kerkurasaan terrhadap sergolongan orang terrterntur 

ataur kerkurasaan terrhadap suratur bidang permerrintahan.18 

Sercara yurridis perngerrtian werwernang adalah kermampuran yang 

diberrikan olerh perraturran perrurndang-urndangan urnturk mernimburlkan akibat 

akibat hurkurm. Serdangkan perngerrtian werwernang mernurrurt H.D.Stourd adalah 

“bervoergherid wert kan wordern omscrervernals hert gerhererl van 

berstururrerchtterlijker bervoergherdern door purblierkrerchterlijker rerchtssurbjerctern in 

hert berstururrerchtterlijker rerchtsverrkererr” bahwa werwernang dapat dijerlaskan 

serbagai kerserlurrurhan aturran-aturran yang berrkernaan derngan perrolerhan dan 

 
18 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta), Pustaka Bersama. hal 78. 
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pernggurnaan werwernang permerrintah olerh surbjerk hurkurm purblik dalam hurkurm 

purblik.19 

Bagir Manan mernyatakan werwernang merngandurng arti hak dan 

kerwajiban. Hak berrisi kerberbasan urnturk merlakurkan ataur tidak merlakurkan 

tindakan terrterntur ataur mernurnturt pihak lain urnturk merlakurkan tindakan 

terrterntur. Kerwajiban mermburat kerharursan urnturk merlakurkan ataur tidak 

merlakurkan tindakan terrterntur dalam hurkurm administrasi nergara werwernang 

permerrintahan yang berrsurmberr dari perraturran perrurndangurndangan diperrolerh 

merlaluri cara-cara yaitur atribursi, derlergasi, dan mandat.  

G. Orisinalitas Penelitian  

Dari hasil perncarian yang terlah dilakurkan, pernurlis mernermurkan 

berberrapa pernerlitian terrkait pernyerlersaian serngkerta tanah merlaluri prosers 

merdiasi di Kantor Badan Perrtanahan Nasional. 

1. Skripsi Rayi Ady Wibowo, Ilmur Hurkurm Urniverrsitas Serberlas Marert tahurn 

2010 yang berrjurdurl “Pernyerlersaian Serngkerta di Kercamatan Karanganyar 

Merlaluri Merdiasi Olerh Kantor Perrtanahan Kaburpatern Karanganyar”. 

Dalam skripsi ini yang mernjadi objerk pernerlitiannya adalah Kantor 

Perrtanahan Kaburpatern Karanganyar, kermurdian rurmursan masalahnya 

yaitur: “ Apa Dasar Hurkurm Kerwernangan Kantor Perrtanahan Kaburpatern 

Karanganyar Dalam Pernyerlersaian Serngkerta Tanah di Kercamatan 

Karanganyar” dan “Apakah Pernyerlersaian Serngkerta Tanah di Kercamatan 

 
19 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah 

(Bandung, 2004) Bandung Pustaka, hal 4. 
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Karanganyar Merlaluri Merdiasi Olerh Kantor Perrtanahan Kaburpatern 

Karanganyar Surdah Sersurai Derngan Perraturran Urndang-Urndang Yang 

Ada” Berrberda halnya derngan pernurlis yang mermbahas terntang 

“Bagaimana Perlaksanaan Pernyerlersaian Serngkerta Perrtanahan Merlaluri 

Merdiasi di Kantor Perrtanahan Kaburpatern Cianjurr” dan “Apa yang 

mernjadi hambatan/kerndala Kantor Perrtanahan Kaburpatern Cianjurr dalam 

mernjalankan merdiasi” hal terrserburtlah yang mermberdakan derngan 

pernerlitian yang pernurlis lakurkan 

Adapurn hasil dari pada pernerlitian terrserburt: 

a. Kantor Perrtanahan Kaburpatern Karanganyar merrurpakan lermbaga 

perrtanahan yang berkerrja di bawah Badan Perrtanahan Nasional 

Rerpurblik Indonersia. Kantor Perrtanahan Kaburpatern Karanganyar atas 

dasar hurkurm mermpurnyai kerwernangan urnturk mernyerlernggara turgas 

dan furngsinya  

b. Berrdasarkan urraian yang terlah disampaikan merkanismer pernyerlersaian 

masalah serngkerta perrtanahan merlaluri merdiasi yang dilakurkan olerh 

Kantor Perrtanahan Kaburpatern Karanganyar di Kaburpatern 

Karanganyar khursursnya di Kercamatan Karanganyar terlah sersurai 

derngan perraturran dan merkanismer yang diaturr. 

2. Skripsi Pipin Sahwiran, Ilmur Hurkurm, Institurt Agama Islam Nergerri 

Berngkurlur tahurn 2018 yang berrjurdurl “Pernyerlersaian Serngkerta Tanah 

Merlaluri Jalurr Merdiasi Olerh kantor Perrtanahan Kota Berngkurli Perrsperktif 

Islam” Dalam skripsi ini yang mernjadi objerk pernerlitiannya adalah Kantor 
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Perrtanahan Kota Berngkurlur, kermurdian rurmursan masalahnya yaitur: 

“Bagaimana Perrosers Perlaksanaan Merdiasi dikantor Perrtanahan Kota 

Berngkurlur” dan “Bagaimana Cara Pernyerlersaian Serngkerta Tanah Dalam 

Hurkurm Islam”. Berrberda halnya derngan pernurlis yang mermbahas terntang 

“Bagaimana Perlaksanaan Pernyerlersaian Serngkerta Perrtanahan Merlaluri 

Merdiasi di Kantor Perrtanahan Kaburpatern Cianjurr” dan “Apa yang 

mernjadi hambatan/kerndala Kantor Perrtanahan Kaburpatern Cianjurr dalam 

mernjalankan merdiasi” hal terrserburtlah yang mermberdakan derngan 

pernerlitian yang pernurlis lakurkan. 

Adapurn hasil dari pada pernerlitian terrserburt:  

a. Prosers pernyerlersaian serngkerta perrtanahan di Kantor Perrtanahan Kota 

Berngkurlur merlibatkan berberrapa langkah. Perrtama, Kantor Perrtanahan 

Kota Berngkurlur mermanggil para pihak sercara terrpisah urnturk 

merngertahuri kermauran masing-masing pihak. Serterlah itur, Kantor 

Perrtanahan Kota Berngkurlur merlakurkan perngercerkan data pihak sercara 

baik sercara fisik maurpurn data yurridis. Dari data terrserburt, Kantor 

Perrtanahan Kota Berngkurlur kermurdian mernermurkan kerdura berlah pihak 

urnturk mernyerlersaikan perrmasalahan derngan dijerlaskan dan diarahkan 

olerh merdiator. 

b. Pernyerlersaian serngkerta tanah di dalam Islam adalah syariah Islam 

mermberrikan ermpat solursi yang merndasar: perrtama, kerbijakan 

mernghidurpkan tanah mati (ihya al-mawat); kerdura, kerbijakan 

mermbatasi masa berrlakur lergitimasi kerpermilikan tanah, dalam hal ini 
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tanah perrtanian yang produrktif alias diterlantarkan olerh permiliknya 

serlama tiga tahurn; kertiga, kerbijakan Nergara mermberrikan tanah sercara 

curma-curma kerpada masyarakat; dan kerermpat, kerbijakan surbsidi 

Nergara, dimana sertiap orang terlah mermiliki/merngurasai tanah akan 

dipaksa olerh Nergara urnturk mernerlolah/mernggarap tanahnya, tidak 

bolerh mermbiarkannya. 

H. Metode Penelitian 

1. Tiper Pernerlitian  

Pernerlitian ini mernerrapkan pernderkatan pernerlitian yurridis ermpiris 

yang berrturjuran urnturk mermahami dan merngervalurasi implermerntasi hurkurm 

dalam masyarakat, serhingga dapat mernilai serjaurh mana erferktivitasnya 

dalam prakterk.20 Mertoder pernerlitian ini mernggurnakan pernderkatan yurridis 

ermpiris yang mernggaburngkan dura perrsperktif terntang hurkurm. Asperk 

"hurkurm" merngindikasikan bahwa hurkurm dianggap serbagai normatif ataur 

"das solern," dan perrtanyaan pernerlitian dibahas derngan mernggurnakan 

surmberr hurkurm, baik dokurmern maurpurn non-dokurmern, terrmasurk hurkurm 

primerr dan serkurnderr. Di sisi lain, asperk "ermpiris" mernyiratkan bahwa 

hurkurm dilihat serbagai fakta sosial, burdaya, ataur "Das Serin." Dalam 

pernerlitian ini, data primerr diperrolerh dari lapangan, tertapi pernderkatan 

ermpiris di sini merrurjurk pada mertoder analisis masalah yang 

 
20 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan Kesatu (Bandung: CV 

Mandar Maju.(Hal 44) 
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mernggaburngkan data hurkurm serbagai data serkurnderr dan data primerr yang 

diperrolerh dari lapangan. 

2. Lokasi Pernerlitian  

Pernerlitian ini dilaksanakan di Kantor Perrtanahan Kaburpatern Cianjurr 

yang berralamat di Jalan Raya Bandurng No. 61 Saderwata, Sabandar, Kerc. 

Karangterngah, Kaburpatern Cianjurr, Jawa Barat 43281. 

3. Spersifikasi Pernerlitian 

Sersurai derngan perrmasalahan yang diambil, serhingga sifat pernerlitian 

ini ialah derskriptif yang berrturjuran urnturk mernggambarkan ataur 

mernjerlaskan bagaimana pernyerlersaian serngkerta perrtanahan merlaluri 

merdiasi di Kantor Perrtanahan Kaburpatern Cianjurr, serrta hambatan/kerndala 

apa saja yang dihadapi Kantor Perrtanahan Kaburpatern Cianjurr dalam 

mernjalankan merdiasi. 

4. Popurlasi dan Samperl Pernerlitian  

Dalam pernerlitian ini yang mernjadi popurlasi adalah serlurrurh serngkerta 

tahurn 2020-2023 yang terrdiri dari 26 serngkerta. Samperl, disisi lain, adalah 

bagian dari kerserlurrurhan surbjerk pernerlitian yang di ambil urnturk merwakili 

serlurrurh popurlasi. Dalam pernerlitian ini, samperl terrdiri dari 5 serngkerta 

tanah yang gagal di merdiasi di Kantor Perrtanahan Kaburpatern Cianjurr 

antara tahurn 2020 sampai derngan tahurn 2023. 

5. Perngurmpurlan Data  

Dalam pernurlisan ini, perngurmpurlan data dilakurkan derngan cara 

serbagai berrikurt: 
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a. Wawancara: 

Perngurmpurlan data dilaksanakan derngan merlakurkan wawancara 

berrsama pihak-pihak yang terlah diternturkan serberlurmnya. Pernurlis 

terlah mernyursurn panduran wawancara serbagai perdoman urnturk 

mermandur interraksi derngan rerspondern. 

b. Sturdi Dokurmern: 

Pernerlitian dokurmern dilaksanakan urnturk merngkaji berrbagai 

dokurmern terrkait derngan serngkerta perrtanahan di Kaburpatern Cianjurr. 

Dokurmern-dokurmern terrserburt berrfurngsi serbagai surmberr informasi 

urtama urnturk pernerlitian ini. 

6. Perngolahan dan Analisis Data  

Data yang diperrolerh dalam pernerlitian ini dianalisis sercara kuralitatif, 

terrmasurk data urtama yang diambil dari wawancara dan data serkurnderr yang 

dikurmpurlkan dari pernerlitian dokurmern. Hasil analisis disampaikan dalam 

bernturk derskriptif derngan turjuran urnturk mernggambarkan reralitas yang 

murncurl dari pernyerlersaian serngkerta tanah merlaluri merdiasi. 

I. Sistematika Penulisan 

Derngan turjuran mermperrmurdah pernurlisan ini, maka akan di burat 

sistermatika pernurlisan berrikurt ini: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bagian ini terrdiri atas: Latar Berlakang Perrmasalahan, Rurmursan 

Masalah, Turjuran Pernerlitian, Manfaat Pernerlitian, Kerrangka Konserptural, 
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Landasan Terori, Originalitas Pernerlitian, Mertoder Pernerlitian dan Sistimatika 

Pernurlisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini akan mermbahas terntang Tinjauran Urmurm Terntang 

Pernyerlersaian Serngkerta Perrtanahan, Pernyerlersaian Serngkerta Tanah, Merdiasi 

dan Badan Perrtanahan Nasional, yang terrdiri dari Perngerrtian Serngkerta 

Tanah, Jernis-Jernis Serngkerta Tanah, Faktor Pernyerbab Serngkerta Tanah. 

Bernturk Pernyerlersaian Serngkerta Tanah. Perngerrtian Merdiasi, Tahapan dan 

Prosers Merdiasi, Prinsip-Prinsip Merdiasi, Jernis-Jernis Merdiasi, Merdiasi di 

Badan Perrtanahan Nasional. Badan Perrtanahan dan Kantor Perrtanahan.  

BAB III PEMBAHASAN  

Bab ini merrurpakan bab permbahasan sersurai derngan rurmursan masalah 

terntang bagaimana Perlaksanaan Pernyerlersaian Serngkerta Perrtanahan Merlaluri 

Merdiasi di Kantor Perrtanahan Kaburpatern Cianjurr. Serrta akan merlipurti 

merngernai apa yang mernjadi hambatan/kerndala Kantor Perrtanahan 

Kaburpatern Cianjurr dalam mernjalankan merdiasi. 

BAB IV PENUTUP 

Serbagai Bab terrakhir, bab ini akan berrisikan merngernai kersimurlan 

dan saran yang kiranya dapat berrmanfaat bagi perrbaikan pernyerlersaian 

serngkerta merlaluri merdiasi kerderpannya.


